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Banyaknyal pelanggaran yangl dilakukan Jurul Parkir terhadapl Peraturan 

Walikotal Blitar Nomorl 5 Tahunl 2022 Tentangl Tata Caral Pelaksanaan lPemungutan 

Retribusi Parkirl Di Tepil Jalan Umuml salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah 

penyalahgunaan atribut juru parkir. Dalam peraturan Walikota tersebut dijelaskan 

bahwa juru parkir harus memberikan parkir resmi berhologram yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah. Fenomena parkir yang kemudian disalahgunakan oleh juru 

parkir serta kurangnya pengawasan tentu menjadikan ketidakpastian pengguna 

parkir khususnya masyarakat yang parkir di sekitar taman pecut. Rumusan masalahl 

dari penelitianl ini, lyaitu : 1) Bagaimanal pengaturan juru parkir yang ada di l Kota 

Blitarl menurut Peraturan Wali Kota Blitarl Nomor 5l Tahun l2022?  2) Bagaimanal 

upaya pemerintahl daerah ldalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh juru lparkir di lKota Blitar?. Adapun metodel yang digunakanl oleh 

peneliti dalam penelitianl ini adalahl metode yuridisl empiris. Teknikl pengumpulan 

datal yang digunakanl berupa wawancara, lobservasi, dan ldokumentasi. 

Hasill penelitian menunjukan bahwal Berdasarkan luraian-uraian danl hasil 

analisisl pada lbab-bab sebelumnyal maka dapatl disimpulkan sebagail berikut : 1) 

Pengaturan parkirl yang ada di Kota Blitar semuanya harus melalui Dinas 

Perhbungan yang mana semua infrastruktur dan sumber daya sudah disediakan oleh 

negara. Semua ketentuan tentang parkir ldi Kota Blitarl sudah sesuai dengan 

Peraturan Walikotal Blitar Nomorl 5 Tahunl 2022. 2) Upayal pemerintah daerahl 

dalam melakukan penertibanl terhadap pelanggaran yang dilakukanl oleh jurul parkir 

dil Kota Blitar adalah denganl melakukan penertiban secara berkala, dan 

pengawasan secara berkala oleh Dinas Perhubungan beserta pihak Kepolisian dan 

Satpol PP. Dalam hal ini satpol PP dan pihak kepolisian hanya bekerja dilapangan 

tanpa mengetahui hal-hal yang lebih dalam mengenai penertiban parkir tidak resmi. 

Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan parkir di Kota Blitar dalam hal 

penertiban juru parkir liar 
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There are many violations committed by parking jurors against the Blitar 

Mayor's Regulation Number 5 of 2022 concerning the Procedures for Implementing 

the Collection of Parkirl Retribution on Public Roads, one of the violations 

committed is the misuse of parking attendant attributes. In the Mayor's regulation, 

it is explained that the parking attendant must provide an official parking hologram 

issued by the local government. The phenomenon of parking that is then misused 

by parking attendants and the lack of supervision certainly makes the uncertainty 

of parking users, especially the people who park around the pecut park. The 

problem formulation of this research is: 1) How are parking attendants regulated in 

Blitar Cityl according to Blitar Mayor Regulationl Number 5l Year l2022?  2) How 

is the local government's effort in controlling violations committed by parking 

attendants in Blitar City? The method used by researchers in this research is 

empirical juridical method. The datal collection techniques used are interviews, 

observations, and documentation. 

The results of the research show that based on the descriptions and results 

of the analysis in the previous chapters, it can be concluded as follows: 1) All 

parking arrangements in Blitar City must go through the Department of 

Transportation where all infrastructure and resources have been provided by the 

state. All provisions regarding parking in Blitar City are in accordance with Blitar 

Mayor Regulation Number 5 Year 2022. 2) The local government's efforts in 

controlling violations committed by parking jurors in Blitar City are by conducting 

regular enforcement, and regular supervision by the Transportation Office along 

with the Police and Satpol PP. In this case, Satpol PP and the police only work in 

the field without knowing deeper things about controlling unofficial parking. This 

is not in accordance with what the government wants in terms of controlling illegal 

parking attendants.   
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